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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

DINAS PERHUBUNGAN 

Jl. R.E. Martadinata No. 9 Telp. (0414) 22587 Benteng 

 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

NOMOR 006 TAHUN 2022 

TENTANG 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2022-2026  

PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

 

 
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, 

 

Menimbang  : a.  bahwa dengan dalam rangka pengukuran kinerja di 

lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten 

Kepulauan Selayar, diperlukan alat ukur berupa 

Indikator Kinerja Utama; 

   b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Indikator 

Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten 

Kepulauan Selayar; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003  Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3.  Undang-Undang  Nomor 33 Tahun  2004 tentang  

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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  4.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234);  

  5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679);  

  6.   Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan    Keuangan   Daerah (Lembaran    Negara  

    Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik   Indonesia   

Nomor    4578); 

  7.  Peraturan    Pemerintah   Nomor 38   Tahun   2007  

tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan   antara 

Pemerintah,        Pemerintahan      Daerah      Provinsi       

    dan Pemerintahan  Daerah Kabupaten/Kota 

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  

Tahun  2008  Nomor  19,  Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4815); 

  9.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama 

di Lingkungan Instansi Pemerintah; 
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  10.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara reviu Atas laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah;    

  10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata  Cara Perencanaan,  Pengendalian  

Dan  Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan  

Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

  10.  Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Tahun 2009 Nomor 10); 

  11.  Peraturan  Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar  

Nomor  1  Tahun  2015     tentang   Pokok-Pokok      

Pengelolaan   Keuangan  Daerah  (Lembaran     Daerah 

Kabupaten  Kepulauan   Selayar  Tahun  2015  Nomor  

42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar Nomor 17); 

  12.  Peraturan Daerah Kabupaten  Kepulauan Selayar  

Nomor 18   Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar   (Lembaran  Daerah   Kabupaten   Kepulauan   

    Selayar  Tahun  2016  Nomor  62, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28); 
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  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Nomor 4 tahun 2020 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 Nomor 98, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar nomor 47); 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menegah Daerah Tahun 2021-2026 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

tahun 2021 Nomor 103). 

     

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : 

KESATU   :  Indikator Kinerja Utama Dinas Perhuunngan Kabupaten 

Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam 

lampiran Keputusan ini.  

KEDUA  : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU bertujuan untuk : 

a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan 

diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen 

kinerja organisasi; 

b. Mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan 

dan sasaran strategis yang digunakan untuk 

perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas 

kinerja organisasi. 

KETIGA  : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU merupakan pedoman untuk : 

a. Menyusun Rencana Strategis; 

b. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan; 

c. Menyusun Perjanjian Kinerja; 

d. Menyusun Laporan Kinerja; 

e. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

serta 

f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan 

Program dan Kegiatan. 
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KEEMPAT   :  Keputusan  ini  berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

  

 
 Ditetapkan di Benteng 
 pada tanggal 10 Januari 2022 

 
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  

KABUPATEN KEPULAUAN  SELAYAR, 
 
 

 
   Drs. SUARDI 

   Pangkat : Pembina Utama Muda 
   NIP. 19670705 199403 1 020 
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LAMPIRAN 
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

NOMOR 006 TAHUN 2022 
TENTANG 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2022-2026 PADA  

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

 

NO TUJUAN/SASARAN 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

FORMULASI 

PERHITUNGAN/PENJELASAN 
PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA 

1. Meningkatnya Nilai SAKIP Nilai SAKIP OPD Capaian Nilai Hasil Evaluasi SAKIP 

Tahun n-1 

Kepala Dinas 

Perhubungan 

Laporan Hasil 

Evaluasi SAKIP 

  - Perencanaan Kinerja Capaian Nilai Perencanaan Kinerja Hasil 
Evaluasi SAKIP Tahun n-1 

Kepala Dinas 
Perhubungan 

Laporan Hasil 
Evaluasi SAKIP 

- Pengukuran Kinerja Capaian Nilai Pengukuran Kinerja Hasil 
Evaluasi SAKIP Tahun n-1 

Kepala Dinas 
Perhubungan 

Laporan Hasil 
Evaluasi SAKIP 

- Pelaporan Kinerja Capaian Nilai Pelaporan Kinerja Hasil 

Evaluasi SAKIP Tahun n-1 

Kepala Dinas 

Perhubungan 

Laporan Hasil 

Evaluasi SAKIP 

- Evaluasi Internal Capaian Nilai Evaluasi Internal Hasil 
Evaluasi SAKIP Tahun n-1 

Kepala Dinas 
Perhubungan 

Laporan Hasil 
Evaluasi SAKIP 

- Pencapaian Kinerja Capaian Nilai Pencapaian Kinerja Hasil 

Evaluasi SAKIP Tahun n-1 

Kepala Dinas 

Perhubungan 

Laporan Hasil 

Evaluasi SAKIP 

2. Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Kepada 
Masyarakat 

Indeks Kepuasan Layanan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kepala Dinas 

Perhubungan 

Hasil Survey 

Kepuasan Masyarakat 
Terhadap Pelayanan 
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KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN  SELAYAR, 

 
 
 

 
       Drs. SUARDI 

       Pangkat : Pembina Utama Muda 
       NIP. 19670705 199403 1 020 

 
 
 

 
 
 

NO TUJUAN/SASARAN 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

FORMULASI 

PERHITUNGAN/PENJELASAN 
PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA 

3. Meningkatnya Tertib 
Administrasi Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah 

Laporan Keuangan OPD 
sesuai SAP 

Predikat Hasil Laporan Keuangan Akhir 
Tahun pada Tahun n-1 

Kepala Dinas 
Perhubungan 

Predikat Laporan 
Keuangan 

4. Meningkatnya Fasilitas 

Kepariwisataan 

Persentase Kontribusi 

PAD Sektor Pariwisata 
terhadap PAD Kabupaten 

Jumlah PAD Sektor Pariwisata dibagi 

Jumlah PAD Kabupaten dikali 100% 

Kepala Dinas 

Perhubungan 

PAD Dinas 

Kepariwisataan dan 
PAD Kabupaten 

Kepulauan Selayar 

5. Terwujudnya Kelancaran, 
Keamanan, dan 

Keselamatan bagi Pengguna 
Jalan dan Meningkatnya 

Transportasi Antar Wilayah 

Persentase Kontribusi 
Sektor Industri 

Pengelolaan, Transportasi 
dan Perdagangan 

terhadap PDRB 

Jumlah PAD Sektor Transportasi dibagi 
Jumlah PDRB dikali 100% 

Kepala Dinas 
Perhubungan 

PAD Dinas 
Perhubungan dan 

PDRB Kabupaten 
Kepulauan Selayar 


